BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR ‘% TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN ,

bahwa sebaga" indak lanjut Instruksi Menteri Dalam

tanggal 31 Desﬂ 'b'er 2021 mengamanatkan agar
Kabupaten / Kota ‘menyusun Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ménengah Daerah Tahun 2023-2026
yang ‘selanjutnya disebut Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten / Kota Tahun 2023-2026 yang
d1tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa sehubungan dengan masa jabatan Bupati dan
Wakil Bupati Barito Selatan akan berakhir pada bulan
Mei 2022, maka perlu Menyusun Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2023-2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2023-2026;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik

. Indonema Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah ‘diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peru.bahan K ua Atas Undang—Undang Nomor 23

Tahun 2022 tentang
1 Tefah (Lembaran Negara Republik
'Indonesm Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indone31a Nomor 6757);

Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perlmbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaré;n Negara Repiiblik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan d : j’luasi Penyelenggaran Pemerintahan

2019 Nomor
Indonesia N
Peraturan Pre
Pelaksana ,
Berkélanju | baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017N0mor 136);

Peraturan Presuien Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategl Nasmnal Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Repubhk Indones1a Tahun 2018 Nomor 108);
Peraturan Presaden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifiksi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

.. (Berita Negara Repubhk Indones1a Tahun 2019 Nomor
fﬁ1447) “ 5 : : :
21

Peraturan Menten Dalam Negem Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repubhk Indone&a Tahun 2020 Nomor
17 81)
Peraturan’ Daerah vinsi Kalimantan Tengah Nomor
11 Tahu ,'7’2‘005: tentang Tata Cara Penyusunan
Perencan_an Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
PI‘OVInSl Kahmanta engah (Lembaran Daerah Provinsi
\ gah Tahun 2005 Nomor 15);
Peraturan Daerah rovinsi Kalimantan Tengah Nomor 4

'~Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provmsn Kalimantan Tengah Tahun
2005- 2025 (Lembaran ‘Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahunk 2010_ Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor
34);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor
18);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor
4);
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum

~ Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
 Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
; ‘ 22 (Lembaran Daerah Kabupaten

n 2021 Nomor 2, Tambahan

upaten Barito Selatan Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERA!-I - KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten Barito Selatan.
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5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5
(lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang
selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan
daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD
Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah
untuk periode tahun 2023-2026.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan
kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah ‘adalah ddkumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode tahun 2023 2026.

11. Rencana Pembangunan Tahun”" Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemermtah Daerah sely" njutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk : ode 1 (satu) tahun.

12. Strategi adalah 1angkah bem31kan pr;‘ gram -program sebagai prioritas
pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Program adalah penjabaran kebljakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumberdaya yang dlsedlakan untuk menCapa1 hasﬂ yang terukur sesuai
dengan tugas dan fung31 ‘ .

 BAB n -
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah
daerah Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD,
RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta
RPJMN.



RPD sebagaimana dimaksud dalam, P asal 2¢

s T =
Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

a. BABI :  PENDAHULUAN

b. BABII :  GAMBARAN UMUM

c. BABIII . GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

d. BABIV :  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

e. BABV : TUJUAN DAN SASARAN

f. BAB VI :  STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
PRIORITAS

g. BABVII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

h. BABVIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1

BABIX : PENUTUP

RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1’)" tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

‘nakéin oleh Penjabat (Pj.) Bupati

sebagai pedoman untuk penyelen ‘garaan Ip"mermtahan dan pembangunan

daerah Tahun 2023-2026.

: BAB III - '
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

ol

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Barito Selatan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026.

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-
2026.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dan Renstra
Perangkat Daerah  dilaksanakan sesuai ketentuan  peraturan
perundangundangan.
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BAB IV
PERUBAHAN RPD

Pasal 6

(1) RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian
antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang
signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun
berjalan;

c. terjadi perubahan yang mendasar;

d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa,
pemekaran daerah, perubahan kebijakéiri: nasional, dan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perubahan RDP sebagaimané dis aksuddaam Pa‘Sal 6 ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

KETENTUAN PERALIHAN
P‘aﬂ,salk 8

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan RPD Tahun 2027 berpedoman
pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal ,g‘,r; “Maret 2022

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 16 wmaret = 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

xS

AN\

rosev“
EB¥PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 10



